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PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
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Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

|

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan
Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan
Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan

tugas pembantuan;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 201ltentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedorman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur
Nomor 2J;

MEMUTUSKAN: ...




Menetapkan

-

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp 3.359.939.415.390

b. Bertambah Rp 649.081.788.663

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 4.009.021.204.053
2. Belanja Daerah
a. Semula Rp 3.509.225.714.390

b. Bertambah Rp. 519.227.730.896

Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp 4.028.453.445.286

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 273.572.598.000
2) Berkurang Rp.  (250.140.356.767)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp. 23.432.241.233

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 124.286.299.000
2) Berkurang Rp. (120.286.299.000)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp. 4.000.000.000

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan
Rp. 19.432.241.233

Sisa ...




Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah
Perubahan Rp. 0

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam Ilampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah yang
diterima tercantum dalam Lampiran HI yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan
sosial yang diterima tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

mi.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja
Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan.

Pasal 7 ...
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Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 15, Oktober 2019
BUPATI[KUTAI/TIMUR,

Diundangkan di Sangatta I ANDAR
pada tanggal 15 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR,

e

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 35




